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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 

KESEPAKATAN PELUNASAN PEMBAYARAN 

JUAL BELI ATAS TANAH  

(Studi Putusan No.316/Pdt.G/2023/PN.Mdn) 

 

Oleh: 

 

  CINDY MELIANA HUTAGALUNG 

NPM: 18.840.0147 

Perjanjian dibuat untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan 
kesepakatan. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka perjanjian 
tersebut batal demi hukum. Perjanjian jual beli merupakan persetujuan dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan 
pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan sesuai waktu dan harga 
yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas wanprestasi dalam 
perjanjian kesepakatan pelunasan jual beli atas tanah dan bagaimana 
pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor: 
316/Pdt.G/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis 
normatif dengan analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah Metode studi pustaka (library research) 
dan metode studi lapangan (field research). Hasil penelitian adalah aturan hukum 
mengenai wanprestasi terhadap perjanjian jual beli diatur pada pasal 1238 BW. 
Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli atas tanah adalah 
pembatalan perjanjian, pembayaran ganti rugi, peralihan resiko dan pembayaran 
biaya perkara. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan 
adalah Eksepsi, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, dan Gugatan. Saran 
yang diberikan adalah para pihak yang akan melaksanakan perjanjian harus sudah 
memahami isi perjanjian, agar apabila terdapat suatu permasalahan, dapat 
diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam perjanjian 
tersebut. Majelis Hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 
 
Kata Kunci; Perjanjian, Wanprestasi, Akibat Hukum 
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penelitian skripsiiyangiberjudul "ANALISISiHUKUM ATASiWANPRESTASI 

DALAMiPERJANJIANiKESEPAKATAN PELUNASAN PEMBAYARAN 

JUALiBELIiATASiiTANAH i (StudiiPutusaniiNo.316/Pdt.G/2023/PN.Mdn)"  

Skripsiiiniimerupakaniisalah satuisyaratiuntuk memperolehigelariSarjana 

HukumipadaiProgramiStudiiIlmuiHukum di FakultasiHukumiUniversitasiMedan 

Area. Secaraikhusus, penulisimengucapkan rasaiterima kasih sebesar-besarnya 

kepadaikedua orangituaisaya BapaksPariangansHutagalungs (Op. Giovan Doli) 

dansIbussayasAlmh. Marta Sitohangs (OpsGiovansBoru) yangitelahiimemberikan 

pandanganiikepadaiipenulisiibetapaipentingnya ilmuiuntuk bekalimenjalankan 

kehidupan. PenulisiberharapiSemoga kasihisayangimereka tetapimenyertai penulis, 

daniyang selaluimemberikanidukunganidanisemangat untuk menyelesaikan skripsi 

dan jenjang pendidikanidi tingkatisarjana hukumidan semuaipihak yangiitelah 

imendukungidan mendoakanipenulis dalamimenyelesaikaniskripsi ini. 

iDalamimenyelesaikaniskripsi ini penuh telah banyak mendapatkan bimbingan, 

arahan, bantuan dan semangati darii berbagaiipihak, makaipada 

kesempataniyangiberbahagiai iniipenulisiingin mengucapkan terimaikasihiyang 

sebesar-besarnyaikepada: 

1. BapakiProf. Dr. iDadaniRamdan, M.Eng. iM.Sc, selakuiiRektor 

UniversitasiMedaniAreaiatasikesempatanidan fasilitas yangidiberikan kepada 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



viii 
 

kami untuk mengikutiidan menyelesaikanipendidikan Sarjana Hukum pada 

FakultasiHukumiiUniversitasiMedaniArea; 

2. BapaksDr. M. CitraiRamadhan, SH, MH, selakui DekaniFakultasiHukum 

Universitasi MedaniArea, atasi kesempatani yangi diberikaniuntuk dapat 

menjadi mahasiswaiFakultas Hukum UniversitasiMedaniArea: 

3. IbuiDr. iRafiqi, iSH., sMM., sM.Kn, sselakuiWakili BidangiPenjamin Mutu 

Akademik dan selaku doseniiPembimbing penulis, yang sudah 

memberikaniimotivasiidanidoronganikepadai penulis sehingga dapat 

menyelesaikaniskripsiiini; 

4. BapaksNanang Sitorus, SH. MH, selaku Ketuai Programi Studi Fakultas 

Hukumi Universitasi MedaniArea; 

5. IbuiiFitriiiYanniiiDewi Sregar, SH, MH, selakuiiKepalaiiBidang Pembelajaran 

dan Informasi Akademiki Fakultas iHukum iUniversitas Medani Area idan 

selaku iSekretaris Sidang; s 

6. BapaksDr. iiShulhansIqbal iNasution, SH, sMH, selaku iKepalasBidang Minat 

Bakatsdan InovasisFakultassHukumsUniversitassMedansArea; 

7. Ibu DrsMontayana iMeher, SH, sMH, sselaku iKetua Pusat Kajian, 

8. BapaksRiswansMunthe, sSH, MH, iselaku Kepalai Biro iBantuan Hukum dan 

Kepala Laboratorium; 

9. BapaksProf. sDr. sTaufik iSiregar, SH., M.Hum, selakui KetuasSidang; 

10. Bapak AldiiiSubhaniiLubis, sSH. sM.Kn. iSelakuiDoseniPembimbing 

AkademikiPenulisidansDosensPenguji; s 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



ix 
 

11. Kepadaiisemua Staf idan Pengajar FakultasiHukumiUniversitasiMedan 

Areaiyangitelah memberikan ilmuidan wawasani pengetahuan kepada penulis 

selarna kuliah padaiFakultasiHukumiUniversitasiMedaniArea, 

12. Seluruhssupportssystemssaya, sSaudara/lssayasKakaksIdasHutagalungdan 

Abang IparssertasBorusdansAnakskustersayangsIda, sTessa, sYosefa, Gabrian, 

sAbangsGiovansHutagalungsdansKakaksIparssertasGiovan 

HutagalungsdansAdek pudansWeldosHutagalung. KeluargasBesar 

OppungsJulisSitohangsdansKeluargsBesarsOppungsPrimasHutagalung, 

13. Riyan Ligjen Simangunsong,STiyangitelahimemberikanidukungan 

yangitulusidalamimenemani penulisiidalamiipengerjaaniiskripsiiini. Dan 

untuksteman yangssudah sayasanggap keluargasdi perantauansini Angel 

Saragi, SS. sGebi SaragısYolandasManullang: 

14. Seluruhiirekan-rekaniimahasiswaiiangkatanii2018 FakultasiiHukum 

UniversitasiiMedaniiArea terutama untuk teman seperjuangan saya Risda 

Sihaloho, sSH, Cessy Sitepu, sSH., sMawarsGinting, SH., Lestari Pandede, 

SH: s 

15. PengadilaniiNegeriiiMedaniibesertaiijajarannyaiiyangiitelahimemberikan 

tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Akhiriikata, iatas segalaibudiiibaik isemua ipihak kiranya imendapat lindungan 

Tuhan dan isemogai ilmu iyang itelah dipelajari iselama imasa perkuliahan idapat 

berguna untuk ikepentingan dan ikemajuan iAgama, Bangsa dan Negara. 

Penulisiimenyadariiibahwaiiskripsiiiini imasih jauh dari iikesempurnaan, untuk 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



x 
 

iniikepadaipembaca di iharapimemberikan ikritik dan saran yang membangun ibagi 

iskripsiiini. 

iMedan, Mei 2025 

iHormat Penulis, 

 

iCindy iiMeliana iHutagalung 

i18.840.0147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



xi 
 

DAFTARiISIi 

iHalaman 

ABSTRAKs ..................................................................................................... iv 

DAFTARsRIWAYATsHIDUP ....................................................................... vi 

KATAsPENGANTAR .................................................................................... vii 

DAFTARsISI ................................................................................................... xi 

DAFTARsLAMPIRAN...................................................................................  

 

I. PENDAHULUANs ...................................................................................... 1 
1.1. LatarssBelakangsi ............................................................................. 1 
1.2. Perumusan Masalahs ......................................................................... 10 
1.3. Tujuan Penelitians ............................................................................. 10 
1.4. Manfaatsi Penelitiansi ....................................................................... 11 

1.4.1 Manfaats iTeoritiss ................................................................... 11 
1.4.2 Manfaats iPraktiss .................................................................... 11 

1.5. Keaslians iPenelitiansi ...................................................................... 12 
 

II. TINJAUANiPUSTAKA ............................................................................. 14 
2.1. Tinjauan iUmum iTentang iWanprestasi ........................................... 14  

2.1.1. Pengertiani iWanprestasi .......................................................... 14 
2.1.2. iAkibat iiHukum iWanprestasi ................................................. 16 
2.1.3. Bentuk-Bentuk iWanprestasi .................................................... 17 

2.2. Tinjauan iUmum iTentang Perjanjian ................................................ 18 
2.2.1. iPengertian dan Dasar Hukumi Perjanjian ................................ 18 
2.2.2. iSyarat-syarat Sahi Perjanjian .................................................. 20 
2.2.3. iUnsur-unsur dani Jenis-jenis Perjanjiani ................................. 22 
2.2.4. iAsas-asas Perjanjiani .............................................................. 25 

2.3. TinjauaniUmumisTentangisPeralihanisHakisAtasisTanah ................. 27 
2.3.1. Pengertians sPeralihans Hakss AtassTanah .............................. 27 
2.3.2. Syarat Sah nyasPeralihansAtassTanahsMelaluisJualsBeli ........ 29 
 

III. METODEi PENELITIANi ....................................................................... 33 
3.3. Waktui dani tempat penelitiani .......................................................... 33 

3.1.1. Waktui Penelitiani ................................................................... 33 
3.1.2. TempatsPenelitian ................................................................... 34 

3.2. MetodesPenelitian ............................................................................. 34 
3.2.1 Jeniss Penelitians ...................................................................... 34 
3.2.2 Sifat Penelitians........................................................................ 34 

3.3. Sumbersdatas .................................................................................... 35 
3.4. TekniksPengumpulansData ............................................................... 36 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



xii 
 

3.5. AnalisisssData................................................................................... 37 
 

IV. HASILiPENELITIANiDANiPEMBAHASAN ........................................ 38 
4.1 AkibatiHukumiYang Ditimbulkan Atas iWanprestasi iDalam 

PerjanjiansKesepakatansPelunasansPembayaransJualsBelis Atas 
TanahsPadasPutusansNomor 316/Pdt.G/2023/PN.Mdnsi  

4.1.1 Faktor- FaktorsPenyebabsTerjadinya Wanprestasi ..................... 44 
4.2 PertimbangansHakimsDalam Memutuskan Putusan Nomor 

316/Pdt.G/2023/PN.Mdnsi ................................................................ 45 
4.2.1 Dampak HukumsPenyelesaiansMelaluisJalursLitigasi ............... 49 
 

V. iPENUTUPi ................................................................................................ 57 
5.1 iSimpulani ................................................................................................... 57 
5.2 iSarani......................................................................................................... 58 
 
DAFTARi PUSTAKAi .................................................................................... 59 
Lampirani ......................................................................................................... 66 
 
 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



1 
 

BABiI 

PENDAHULUANi 

1.1 LatariiBelakang 

Tanahsebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok dan 

makanan manusia, dan merupakan sumber daya alam yang diperjuangkan oleh 

berbagai pemangku kepentingan. Banyaki konfliki muncul dari perbedaan laba, 

nilai, data, dan  sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tanah dan peningkatan nilai 

ekonomi mengarah pada ketidaksetaraani sosial yang semakin tajam di antara 

mereka yang dapati memungkinkan penguasa mereka untuk membangun tanah di 

luar batas keadilan yang menghadapi mayoritas negara tetapi didorong erat. Jika 

ini tetapi dinonaktifkan, itu dapat menyebabkan berbagai konflik/konflik di negara 

ini.1 

Peningkatan populasi digunakan secara langsung secara proporsional 

dengan meningkatnya  kebutuhan manusia dari penduduk/lokasi tanah. Tetapi 

pada titik ini, bahkan tidak mudah untuk mendapatkan tanah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup Anda. Berbagai opsi dapat diimplementasikan oleh mereka yang 

ingin mempertahankan hak -hak negara untuk  melakukan penjualan dan membeli 

file. Proses pembelian dan penjualan ini memungkinkan mereka yang 

membutuhkan  hak  tanah untuk beralih/beralih dari satu pihak ke pihak lain 

dengan beralih antara membeli dan menjual hak tanah dan menjual dan 

membelihak kepemilikan. Juali beli diaturi dalami Pasal 1457 iKitab Undang-

Undang Hukum iPerdata, iatau yang biasanya biasa idisebut dengan iKUHPerdata 

                                                             
1Maria S.W. sSumardjono, sTanah DalamsPerspektif Hak Ekonomi SosialsdansBudaya, 

(Jakarta:Kompas, 2009), shlm. 11. 
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yakni:2  “Jualsbelismerupakanssebuah kesepakatansdengan pihakssatu 

mengikatkansdirinyasuntuksmenyerahkanssuatu kebendaansdan pihak lain agar 

membayarsharga yang telah disepakati sebelumnya”. 

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi perjanjian 

pembelian dan penjualan di tanah adalah kontrak di mana  penjual berjanji dan 

berjanji untuk menjual tanah dan pembeli mengajukan hak atas sertifikat lahan 

yang terkena dampak (sertifikat nasional), dan pembeli berjanji untuk terhubung 

dengan pembayaran harga real estat yang disepakati3. Pembelian dan penjualan 

adalah kontrak di mana suatu pihak pasti akan menyerahkan suatu objek dan 

orang lain membayar harga objek yang dijanjikan .4 

Persyaratan formal diperlukan untuk penjual atau pemilik hak tanah untuk 

memastikan keamanan dan ketertiban hukum saat membeli dan menjual hak 

tanah. Persyaratan formal untuk subjek penjualan hak tanah dalam bentuk bukti 

properti tanah terkait dengan hak -hak negara, dan dalam bentuk bukti properti 

tanah terkait dengan proses pengalihan hak tanah. Prosedur untuk penjualan hak 

tanah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu, peraturan peraturan 

negara 24 terkait dengan pendaftaran lahan sejak 1997. 

Ada dua cara untuk membeli tanah, jika dipertimbangkan dari pembayaran 

kursus. Pertama, beli uang tunai atau uang tunai. Selanjutnya, saya berbelanja  

bayar dengan angsuran atau bayar secara bertahap. Kedua metode pembayaran  

                                                             
2Soesilo, sPramudji R, KitabsUndang-UndangsHukum Perdata, ,(Jakarta: Cet 1, 

Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 325. s 
3Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-UndangsPokoksAgraria: Isi dan 

Pelaksanaan, ( Jakarta:Djambatan, 2003), hlm. 27. s 
4Muhamad Abdulkadir, HukumsPerdata Indonesia, (Bandung : CitraAditya Bakti, 2014), 

hlml. 317. 
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memiliki proses dan efektivitas.Berbagai hukum. Saat Anda membeli dan menjual 

tanah, itu dilakukan secara tunai. Transaksii hukum iuntuk dijual dan file 

pembelian akan segera diselesaikan sebagai sertifikat penjualan dan pembeliani 

(AJB) i tanda tangan. Selanjutnya, hanya dalam bentuk proses aktivitas 

manajemen, pendaftaran Hak Hanya Di Balik Nama (BN). Untuk idijual dani 

sertifikat ipembelian i (AJB) diresmikan oleh PPATi lokal, kepemilikan ihak  

tanah segera beralih dari  penjual ke pembeli. Sertifikat itanah langsung idi sini 

idikirim ke pembeli  

Pada praktik pembuatan perjanjian jual beli tanah di hadapan petugasyang 

berwenang, umumnya diterapkan asas kebebasan berkontrak. Artinya, para pihak 

yang terlibat bebas imenyampaikan maksud dan tujuan dari isi iperjanjian 

itersebut. Perjanjian jual beli tanah kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

baik di tengah masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Perjanjian ini 

ibiasanya merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan ijual beli itanah secara 

iresmi yang harus dilakukan di hadapan iPejabat iiPembuati Akta iTanah (PPAT). 

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pokok iAgraria (UUPA), iyakni 

iUndang-Undang iNomor 5 Tahun 1960, serta Peraturan Pemerintah Nomor i24 

iTahun 1997i tentang iPendaftaran Tanah, ipelaksanaan jual beli tanah harus 

dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh dan idi hadapan iPPAT..5 

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan iPasal i37 iayat (1) Peraturan 

Pemerintah iNomor i24 iTahun i1997 itentang iPendaftaran iTanah, dapat 

disimpulkan bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus didasarkan pada akta 

otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu iPejabat Pembuat 

                                                             
5Boedi Harsono, SejarahsPembentukansUndang-UndangsPokoksAgraria: Isisdan 

Pelaksanaan, ( Jakarta:Djambatan, 2003), hlm. 205s.. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



4 
 

Akta Tanah i (PPAT) yang ditunjuk ioleh pemerintah. iDengan demikian, iproses 

peralihan hak atas tanah tidak bisa idilakukan secara sembarangan tanpa 

mengikuti ketentuan hukum iyang berlaku.6 

Perjanjian pada idasarnya merupakan suatu kesepakatan yang diakui secara 

hukum, dan kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transaksi 

jual beli. Sementara itu, imenurut iPasal i1457 Kitab iUndang-Undang iHukum 

Perdata i (KUHPer), jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji 

untuk imenyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban 

membayar harga yang telah disepakati. 

Dalam pandangan Wirjono iProdjodikoro isebagaimana idikemukakan 

dalam bukunya, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian di mana salah satu 

pihak iberkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, isedangkan pihak lainnya 

wajib membayar harga yang telah disepakati bersama sebelumnya.7 Sedangkan 

Volmar, dikutip oleh Suryodiningrat, jual beli merupakan suatu hubungan hukum 

di mana pihak pertama sebagai penjuali (verkoper) berjanji ikepada pihak ikedua 

sebagai pembeli (koper) untuk menyerahkan atau memindahkan suatu benda, 

dengan imbalan berupa pembayaran sejumlah uang dari pihak pembeli.8  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa iperjanjian jual beli 

adalah suatu bentuk perjanjian timbal balik antara para pihak yang isaling 

menyatakan kesediaannya untuk imengikatkan diri satu sama lain, di mana 

kewajiban dari penjual menjadi hak bagi pembeli, dan isebaliknya, ikewajiban 

                                                             
6Ibid 
7WirjonosPodjodikoro, HukumsPerdatasTentangsPersetujuan-PersetujuansTertentu, 

(Bandung, Sumur, 1991), hlm 17s. 
8R.M. sSuryodiningrat, sPerikatan-PerikatansBersumbersPerjanjian, (Bandung, 

sTarsito, 1996), hlm 14. 
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pembeli merupakan hak bagi penjual. Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian 

ini meliputi keberadaan subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak, serta adanya hak dan kewajiban yang 

muncul sebagai akibat dari hubungan hukum tersebut. 

Pada praktiknya, spelaksanaansperjanjiansjualsbeli stidak jarangsditemukan 

permasalahan. Sebagaiscontohstidaksdipenuhinyasolehssalahssatuspihak apa yang 

telah disepakati, bahkanssering pulassecarassengajassalahssatusipihaksmelarikan 

dirisdenganstujuansagarstidaksterlaksanakannyasperjanjianssyangssebagaimana 

telahsdiperjanjikan.  

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melakukan 

pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah 

melakukan wanprestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam iPasal 

i1243i Kitab iUndang-Undang iHukum Perdatai (KUHPerdata), yang menyatakan 

bahwa tuntutan atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya 

suatu perikatan hanya dapat idiajukan apabila debitur, setelah idinyatakan lalai, 

tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau apabila hal yang iharus diserahkan atau 

dilakukan hanya bisa dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang telah terlewati. 

Wanprestasi imerupakan ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak 

dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu 

perjanjian, baik karena tidak dilaksanakan, terlambat, maupun dilakukan secara 

tidak semestinya. Menurut ipendapat Subekti, wanprestasi iterjadi ketika pihak 

yang berutang (debitur) tidak menepati janji iyang telah disepakatinya, sehingga ia 

dianggap lalai, ingkar janji, atau telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. 
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Bahkan, seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia melakukan sesuatu 

yang justru dilarang dalam perjanjian tersebut. 

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti 

"prestasi yang buruk". Dalam konteks ihukum perjanjian, iwanprestasi merujuk 

pada keadaan di mana seseorang itidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang 

telah diperjanjikan. Ketika iwanprestasi terjadi, hal tersebut secara otomatis 

mengakibatkan pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum, yakni 

kepentingan yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum. iBerdasarkan ketentuan 

Pasal 1313i Kitab iUndang-Undang iHukum iPerdata (KUHPerdata), iperjanjian 

adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya 

kepada pihak lain.9 Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka ia dianggap telah 

melakukan wanprestasi.10 

Pasal 1233 iKitab Undang-Undang Hukum iPerdata (KUHPerdata) 

menyatakan bahwa sumber dari suatu perikatan dapat berasal dari perjanjian 

maupun dari undang-undang. iPerikatan sendiri merupakan ihubungan hukum 

dalam bidang kekayaan, di mana salah satu pihaki memiliki hak untuk menuntut 

pelaksanaan suatu prestasi dari pihak lainnya. Sebagaimana idijelaskan dalam 

Pasal i1313 iKUHPerdata, perjanjian adalah suatu tindakan ihukum idi mana satu 

atau lebih pihak imengikatkan diri kepada satu atau ilebih pihak lainnya. Dalam 

hukum perjanjian, berlaku sistem terbuka (open system), yang berarti bahwa 

                                                             
9Frans SatriyosWicaksono, sPanduan LengkapsMembuatsSurat-Surat Kontrak, (Jakarta: 

Visimedia), 2008, hlm. 2. 
10DjajasS. Meliala, HukumsPerdatasdalamsPerspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 

2012), hlm. 177s. 
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setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, imeskipun 

belum secara tegas diatur dalam peraturan iperundang-undangan. Prinsip ini 

dikenal sebagai “Asas Kebebasan iBerkontrak,” sebagaimana idiaturi dalam iPasal 

1338i ayat i (1) KUHPerdata: 

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyusunnya”.  

Walaupun asas kebebasan berkontrak diterapkan, kebebasan itersebut 

memiliki batasan iyang harus dipatuhi, yaitu: tidak iboleh bertentangan dengan 

undang-undang, tidak melanggar inorma kesusilaan, idan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum. Selain itu, iPasal 1234 KUHPerdata imengatur tiga jenis 

prestasi yang dapat menjadi objek perikatan, yaitu: 

1) memberikan isesuatu; 

2) melakukan isuatu tindakan; dani 

3) menahan idiri idari imelakukan isesuatu. 

Seseorang dapat dikatakan iwanprestasi iapabila ia iterlambat atau itidak 

memenuhi prestasi serta kewaibannya tergantung dengan iapa yang telah 

diperjanjikani antara para pihak.11 Selain itu, wanprestasi memiliki beberapa unsur 

penting, yaitu adanyai perjanjiani yang sah, adanya ikesalahan baik berupa 

kelalaian maupun sengaja, terjadinyai kerugian, serta adanya sanksi iyang bisa 

berupa ganti rugi imaupun pembatalan perjanjian.12 Sedangkan ibentuk dari 

                                                             
11Salim, Pengantar Hukum Pendata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 

180.  
12NirusAnitasdansDarwis, Norlely. s"Wanprestasisdan sAkibatnyasDalamsPelaksanaan 

Perjanjian, JumalsMitrasManajemen, Volume. s7. Nomor 2, (2020), hlm 44s. 
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iWanprestası dapati berupa kelalaian iatau kealpaan idan perbuatan itersebut dapat 

berupa: 

1. Gagal imelaksanakan iapa yang telah dijanjikan atau disepakati. 

2. Melaksanakan kewajiban sesuai janji, namun tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian. 

3. Menjalankan kewajiban yang dijanjikan, tetapi terlambat dari waktu yang 

disepakati. 

4. Melakukan tindakan yang dilarang oleh isi perjanjian.13 

Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur, pelanggaran 

terhadap perjanjian jual beli tanah masih sering terjadi. Hal ini tercermin idalam 

kasus wanprestasi yang dibahas dalam putusan pengadilan inomor 

316/Pdt.G/2023/PNi Man, di mana iPT. iBarumun iAgro Sentosa sebagai 

penggugat dan PT. Gunung Bangun sebagai tergugat. Dalam perkara tersebut, 

penggugat memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan pada tanggal 18 

Februari 1985 untuk pelepasan areal hutan Torgamba seluas i15.000 hektar. 

Dalam konteks ini, penggugat dan tergugat sepakat untuk melaksanakan 

transaksi jual beli yang dituangkan dalam iAkta iiNomor i104/1987i. 

iBerdasarkan akta tersebut, pembayaran kepada penggugat dilakukan dalam dua 

tahap, sebagaimana diatur dalam iPasal i2 iAkta iNo. 104/1987, yang menyatakani 

bahwa harga jual beli atas lahan iseluas kurang lebih i2.358,50 hektar, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebesar Rp 105.000,- per hektar. 

Dengan demikian, total harga keseluruhan adalah iRp 247.642.500,-, di mana 

                                                             
13Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm 59. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



9 
 

sebagian isebesar iRp 47.642.500,- telah diterima ioleh pihak pertama secara tunai 

dan penuh dari ipihak ikedua, sementara sisa isebesar Rp i200.000.000,- akan 

dibayarkan oleh pihak kedua kepada ipihak pertama. 

Dalam ipasal selanjutnya idi jelaskan bahwasannyai pihak iipenggugat 

iiakan imengikat diri idan akan imelunasi isisa ipembayaran isesuai iidengan 

waktu yang di sepakati. Dan iperjanjian itersebuti pihak ipenggugat itelah 

menyerahkan fisik atas tanah yang menjadi iobjek jual beli sesuai dengan iSKi 

HGU iNo. 12/HGU/DA/88 isebagai bentuk iseluruh ikewajiban isehingga 

iberdasarkani faktai tersebuti tidak terbantahkan lagi penggugat telah 

menyerahkan tanah tersebut kepada tergugat secara keseluruhan. Dalam jual beli 

itanah iberdasarkan iakta iNo. i104/1987 pembeli isekaligus itegugat dalam 

perkarai ini telah melakukan iwanprestasi dalam perjanan jual beli yang 

idilakukani antara ipenggugat idan ipembeli dengan tidak lagi beriktikad baik 

membayarkan sisa pembayarani sesuai idengan waktu yang ditentukan idalam 

iperjanjian itersebuti. 

Dalam pasal-pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa penggugat berkomitmen 

untuk melunasi sisa pembayaran isesuai idengan waktu iyang itelah iidisepakati. 

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, penggugat telah imenyerahkan ifisik tanah 

yang menjadi objek jual beli ikepada tergugat, isesuai idengan iiSurat iKeputusan 

Hak Guna iUsaha (SK HGU) No. 12/HGU/DA/88, yang menunjukkan bahwa 

penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya. iNamun, dalam ipelaksanaan 

perjanjian jual beli berdasarkan Akta No. 104/1987, tergugat sebagai pembeli 

telah melakukan wanprestasi dengan tidaki menunjukkan itikad ibaik untuk 
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membayar sisa pembayaran sesuai dengani waktu yang telah iditentukan idalam 

perjanjiani tersebut. 

Berdasarkani iuraian idani ipenjabaran idari ilatar ibelakang diatas, maka 

dengan ini penulis memiliki ketertarikan itehadap persoalan penerapan hukum 

daları menganalisis permasalahan bagaimana akibat ihukum iserta iperlindungan 

hukum bagi para pihak yang dirugikan dengan judul "Analisis iHukum iiAtas 

iWanprestasi Dalam Perjanjian Kesepakatan iPelunasan iPembayaran Jual iBeli 

Atas iTanah (Studi iPutusan iNo: 316/Pdt.G/2023/PN Mdn") 

1.2       Perumusani Masalahii 

Dengan iraian ilatar ibelakang tersebut, imaka terdapat beberapa rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana iakibat ihukum iyang iditimbulkan atasi wanprestasi idalam 

perjanjianskesepakatanspelunasan ipembayarani jualsbeli satasi tanah? 

2. Bagaimanaspertimbangansoleh majelis hakim ipengadilan inegeri imedan 

dalamssmemutuskanssperkarasperdatasPutusansNomor.316/Pdt.G/2023/P

N.Mdn? s 

1.3       Tujuani Penelitianii 

Berdasarkan irumusan imasalah idiatas idapat idisimpulkan ibahwa itujuan 

penelitiani ini ialah isebagai iberikut: 

1. Untuk mengkaji bagaimana iakibat ihukum iyang iditimbulkan iatas 

wanprestasi idalam perjanjian kesepakatan ipelunasan ipembayaran ijual 

beli iatasi tanah. 
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2. Untuk imengkaji ibagaimana ipertimbangan iolehsmajelisshakim 

pengadilansnegerismedansdalam imemutuskan sperkarasperdatasPutusan 

Nomor.316/Pdt.G/2023/PN.Mdn. 

1.4 Manfaati iPenelitiani 

1.4.1 Manfaat iTeoritisi 

Secara teoritis, penelitiani ini bertujuan iuntuk imemberikan ikontribusi 

dalam pengembangan ilmu ipengetahuan secara umum dan ilmui hukumi secara 

khusus, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dani dosen. 

Untuk memahami ikondisi hukum isaat ini di imasyarakat idan iimenentukan arah 

perubahan ihukum iyang idiperlukan, ipenting untuk mengidentifikasi isu-isu 

yang imuncul iselama iproses ipembaruan ihukum. 

1.4.2 iManfaat iPraktisi  

a. Penelitiani ini dapat imemberikan informasi baru imengenai Analisis 

Hukum iAtas iWanprestasi iDalam iPerjanjian iKesepakatan 

iPelunasan Pembayaran iJual iBeli Atas Tanah i (Putusan 

iNomor.316/Pdt.G/2023/PN.Mdn) i 

b. Manfaat dari tulisan ini sebagai penambah kasanah penulisan ilmiah 

menganai secara khusus literature ilmu Hukum Keperdataan, di 

lingkungan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area. 

 

1.5       Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis idengan imempertimbangkan 

berbagai ifaktor, termasuk ipencarian informasi dan literatur dari skripsi serta 

jurnal. Meskipun belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas 

judul ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan topik skripsi ini, 

antara lain: 
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1) AaronsFelixsHasibuan , (2024) , UniversitassLabuhansBatu, “iAnalisis 

Hukum iTentang iWanprestasi iDalam iPerjanjian iJual Beli Tanah (Studi 

Putusan iPengadilan iNegerisNomors5/Pdt.G.S/2024/PN-RAP. iPenelitian 

ini bertujuan iuntuk imengetahui iBentuk-Bentuk iWanprestasi iYang 

Timbul Dari iPerjanjian iJual iBeli Tanah dan iPertimbangan iOleh 

iMajelis Hakim iPengadilan iNegeri iRantau iPrapat Dalam iMemutuskan 

iPerkara iPerdata iNomor i5/Pdt.G.S/2024/PN-RAP. 

2) Muhhamad FebysSabillilah, (2022), sUniversitas sNasional, “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Analisis 

Putusan Mahkamah Agung iNomor 3459K/Pdt/2020. iPada penelitian 

tersebut menguraikan kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli dan 

kuasa pada iperkara inomor i3459 K/Pdt/2020 idan ipertimbangan hukum 

hakim dalam mengadili perkara iwanprestasi inomor 3459K/Pdt/2020. 

3) Reza iAulia HP, (2020), iUniversitas iMedan iArea i (UMA “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian iJual iBeli Tanah 

Warisan (Studi Terhadapi Putusan iPengadilan iNegeri iMedan iNomor : 

376/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mdn)”. Pada ipenelitian tersebut iberupaya untuk 

menguraikan Pengaturan iHukum iJual Beli Tanah iWarisan dan Akibat 

Hukum Terhadap Wanprestasi Yang iDilakukan iPada Tanahi Warisan 

Yangi Dijual iBelikan. 

Berdasarkan kedua penelitian skripsiyang telah diteliti sebelumnya maka jelas 

dapat dibedakan mulai dari judul, permasalahan yang dikaji, hingga objek 

penelitian, bahwa penelitian ini adalah asli, dan bukan merupakan plagiat dari 

penulis lain. 
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BAB IIi 

TINJAUAN iPUSTAKAin 

2.1 Tinjauan iUmum iTentang iWanprestasihs 

2.1.1 Pengertian iWanprestasi 

Istilah wanprestasi berasal idari bahasa iBelanda “wanprestasi”yang berarti 

tidaki terpenuhinya prestasi atau n iyang telah ditentukan terhadap ipihak tertentu 

dalam suatu perikatan, baiki perikatan yang muncul idari suatu iperjanjian 

maupun perikatan yang muncul akibat undang-undang. iBerdasarkan Kamus 

Hukum, wanprestasi diartikan sebagai ikelalaian, ketidakhadiran, pelanggaran 

janji, atau tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak.14 

Wanprestasi (atau pelanggaran kontrak) sangat terkait dengan keberadaan 

perikatan atau ikesepakatan di antara pihak-pihak. iPerikatan tersebut didasarkan 

pada perjanjian sesuai dengan iPasal i1338 iKUHPerdata hingga iPasal i1431 

KUHPerdata, iserta perjanjian iyang bersumber dari undang-undang seperti yang 

diatur idalam iPasal i1352 iKUHPerdata isampai iiPasal ii1380 iiKUHPerdata.15 

Elemen-elemen wanprestasi meliputi: adanya kontrak yang valid (1320), 

terjadinya kesalahan (baik karena kelalaian maupun secara sengaja), munculnya 

kerugian, adanya sanksi yang dapat berupa kompensasi, berakibat pada 

pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta pembayaran biaya perkara (jika 

                                                             
14YahyasHarahap, sSegi-segi HukumsPerjanjians Cet. sII, (Bandung: Alumni,1986), 

hlm.60. 
15 R. Subekti, sKitabsUndang-UndangsHukumsPerdata, (Jakarta: sPT. sArga Printing, 

2007), hlm. s146 
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masalah dibawa ke pengadilan). Wanprestasi merupakan istilah yang merujuk 

pada tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur. Kejadian wanprestasi 

menyebabkan pihak lainnya (lawan dari pihak yang wanprestasi) mengalami 

kerugian. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak lain, pihak yang melakukan 

wanprestasi wajib menanggung dampak dari tuntutan lawan yang bisa berupa: 

pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi; 

pemenuhan perjanjian serta pemenuhan perjanjian beserta tuntutan ganti rugi. 

Namun demikian, debitur tidak dapat langsung dituduh melakukan wanprestasi 

tanpa adanya pembuktian, pihak yang dituduh harus diberi kesempatan untuk 

mengajukan sanggahan atau membela diri.  

1) Timbulnya iwanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu: Bilamana 

seorang idebitur dinyatakani wanprestasi idalam suatu iperjanjian. 

2) Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi iterhadap 

suatu perjanjian.  

3) Bagaimana iupaya yang idilakukan sehingga ipenyelesaian iwanprestasi 

dapat memberi iperlindungan ibagi para ipihak. 

Keterlambatan dalam memenuhii kewajibani mengakibatkan iipihak ilain 

(lawan idari ipihak iyang terlambat) imengalami ikerugian. Akibat ikerugian 

iyang dialami oleh pihak lain, pihak iyang imelakukan iwanprestasi iwajib 

imenanggung konsekuensi dari tuntutan pihak lawan, yang bisa iberupa: i 

Pembatalan perjanjian; ipembatalan iperjanjian idengan ituntutan ganti rugi; 
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ipemenuhan perjanjian idan ipemenuhan iperjanjian idisertai ituntutan iganti 

rugi.16  

2.1.2 iAkibat iHukum iWanprestasi 

Kelalaiani iiyang sudah idilakukan idebitur idalam ipemenuhan 

kewajibannya idapat idiancamkan idengan ibeberapa sanksi iataui hukum, antara 

lain isebagai iberikut:17 

1) Kerugian. iKerugian iyang ditimbulkan oleh kreditor juga dikenal 

sebagai kompensasi. Ada tiga faktor kompensasi:  

a) Biaya, Semua biaya atau pengeluaran yang dapat dihubungkan 

dengan jelas ke para pihak. 

b) Kerugian, yaitu ikerugian yangi disebabkan oleh kelalaian debitur 

dan disebabkan oleh hilangnya kreditor. 

c) Kehilangan bunga, terutama kehilangan pendapatan. 

2) Pembatalan Kontrak 

Tujuan mengembalikan suatu pihak sebelum kontrak dengan 

membatalkan iPerjanjian ini. iJika satu pihak menerima uang atau 

barang dari pihak lain, penerima harusi mengembalikan apa yang 

telah ia peroleh. 

3) Peralihani Risikoi 

Pasali i1460 iKUH Perdata imenyatakani bahwa pembeli itetap 

bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan penjualan dan 

                                                             
16NirusAnitasSinaga, dansNurlely Darwiss"Wanprestasi dansAkibatnyasDalam 

pelaksanaansperjanjian." sJurnalsMitrasManajemensVol 7. No2 (2020). sHlm. 44. s 
17 EkasAstri Maerisa. s “MembuatsSurat-SuratsBisniss&sPerjanjian”. s (Jakarta: 

Visimedia, 2013). shlm. s42-43. 
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pembelian produk tertentu, bahkan jika produk tersebut belum 

diserahkan. Jika penjual tidak bertanggung jawab dan terlambat untuk 

mengirim barang, risikonya dapat dialihkan dari pelanggan ke 

penjual. Dengan kata lain, jika penjual lalai, risikonya ditanggung. 

4) MembayarsBiayasPerkarasdisDepansHakim  

Tanggunganspembayaransbiaya perkaraswajibsdibayarsolehspihak 

yangsdikalahkansdalamspenyelesaian sengketa. Dalamssengketa 

wanprestasi, debitursbisassaja terlepassdari kewajibannyasjika terjadi 

hal-halssebagaisberikut: 

a. Situasi memaksa partai untuk melepaskan dari kewajiban 

untuk membayar kompensasi untuk peristiwa yang tidak 

terduga di mana ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 

b. Persempit kreditor itu sendiri. 

c. Kreditor mengumumkan hak untuk menerima pembayaran 

2.1.3  Bentuk-BentuksWanprestasi 

Bentuksdariswanprestasisataustidakssesuaisperikatansitusadas3 (tiga) 

macam, santaraslain:18 

1. Dalam hal ini, debitur tidak menyebutkan keberhasilannya, karena debitur 

tidak memenuhi kesuksesannya. Misalnya, suatu produk rusak dan layanan 

selanjutnya tidak berguna, sehingga tidak mungkin untuk memenuhi 

beberapa faktor: kinerja. Misalnya, jika penjahit diminta untuk membuat 

                                                             
18DwisAryanti Ramadhanis “WanprestasisdansAkibatsHukumnya”. sJurnal Yuridis 

15.17 : 35-50s (2012) s hlm. 38. 
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gaun pengantin, jika kreditor nanti, ia tidak menganggap keberhasilan 

debitur bermanfaat, jadi ia harus mengirimkannya sebelum menikah. 

2. Debitur Terlambat Memenuhi Prestasi  

Kinerja diimplementasikan atau dikelola, tetapi tidak mengikuti waktu 

untuk menyerahkan komitmen, tetapi juga harus lalai jika terlalu lambat 

untuk dilakukan. 

3. Debitur Keliru Memenuhi Prestasi  

Kinerja dikendalikan, tetapi tidak seperti dalam contoh kreditor yang 

secara tidak sengaja mengirim bawang putih. Kami terus percaya bahwa 

debitur melakukan hal -hal buruk dalam situasi ini. 

 

2.2 TinjauansUmumsTentangsPerjanjian 

2.2.1 PengertiansdansDasarsHukumsPerjanjian 

PerjanjiansdiatursdalamsPasals1313sKitabsUndang-Undang Hukum 

Perdata, yangs menyatakansbahwa: "Suatusperjanjiansadalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satusorang lain 

atau lebih". Perjanjian dalamsbahasa belandasadalah “ovreenkomst” sedangkan 

dalam bahasa inggris ialah “agreement”. 

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak lain atau pihak lain, 

dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi klaim. Selain itu, ada peristiwa 

hukum di mana satu orang menjanjikan atau dua orang yang lain menjanjikan satu 

sama lain19. Kontrak ini adalah kepentingan utama dalam dunia bisnis dan 

merupakan dasar dari sebagian besar transaksi transaksional, sehubungan dengan 

                                                             
19R. Subekti, HukumsPerjanjian, PT Inermasa, s (Jakarta: sPT Inermasa, 1987), hlm. 29. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



18 
 

barang, tanah, pinjaman, asuransi, transportasi barang, pembentukan organisasi 

perusahaan, dan sebelumnya terkait dengan pekerja20. 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Perjanjian ini adalah janji atau banyak 

janji, dan jika satu atau lebih janji dilanggar, hukum menentukan kewajiban 

mereka yang melanggar mereka dan mereka yang dihukum..21 

Di bawah berbagai undang -undang perjanjian, sebuah kontrak memenuhi 

semua kondisi, memenuhi kolom sesuai dengan hukum, dan ketentuan kontrak 

mengikat, dipenuhi sebagai hukum, dan diterapkan sebagai hukum. Dengan kata 

lain, perjanjian tersebut memiliki konsekuensi hukum dan harus dipenuhi oleh 

pihak -pihak terkait sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) KUHP: 

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya ”  

Sebagai aturan umum, kontrak hanya terikat pada pihak -pihak yang 

ditunjukkan oleh suara Pasal 1338, paragraf 1 KUHP, yang juga telah 

dikonfirmasi dalam Pasal 1315 KUHP. Kontrak ini adalah sumber komitmen 

terpenting, karena komitmen adalah pemahaman abstrak. Perjanjian, di sisi lain, 

adalah peristiwa aktual yang mengikat pihak tertentu atau dikontrak22. 

 

2.2.2 Syarat-syarat Sah Perjanjian 

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian 

yaitu  

                                                             

        20Abdulkadir Muhammad, HukumsPerjanjian, (Jakarta: Citra Aditya Bakti,1986), hlm. 
93. 
        21NirusAnitasSinagasdan Nurlely Darwis. “WanprestasisdansAkibatnya Dalam 
PelaksanaansPerjanjian”. sJurnalsIlmiah HukumsDirgantara 7.2s1-15, (2015), hlm. 5. 
        22Chairun Pasaribu, sSuharawardi Lubis, sHukumsPerjanjiansdalamsIslam, s (Jakarta, 
2011), hlm. 263. 
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1. Adanya Kesepakatan Dari Mereka Yang Mengikatkan Dirinya  

Ada kesepakatan antara mereka yang mengikat diri. Kontrak tersebut 

berlaku setelah para pihak setuju. Menurut Sudikno dari Mertokusumo, ada 

lima cara untuk memahami atau menerima deklarasi niat, bahasa tulisan yang 

sempurna, bahasa lisan yang sempurna, bahasa yang tidak sempurnasselama 

pihakslainsdapatsmenerimanya, bahasasisyaratsselamaspihakslain dapat 

menerimanya dan diam selama dipahami atau diterima. 23 

2. KecakapansUntuksMembuatsSuatu Perikatan  

Mengenai pertanyaan apakah seseorang dapat menyetujui kemampuan 

seseorang dan melakukan tindakan hukum yang dapat dipertimbangkan. 

Secara keseluruhan, ini dapat menyebabkan kesimpulan bahwa orang dewasa 

dan orang sehat dapat memahami dan tidak bisa. Dalam buku Kode Borjuis, 

ada pihak yang tidak dapat menyetujui: Pasal 1330 KUHP, mereka yang tidak 

dewasa dan merespons di bawah kapasitas, wanita yang sudah menikah.24  

3. Suatu Hal Tertentu  

Keberhasilan terpenting dari tujuan atau kontrak tertentu dalam situasi ini. 

Semua kesepakatan, tujuan, dan topik kinerja adalah hal spesifik yang perlu 

dicapai. Jika tujuannya tidak jelas, menantang, atau tidak dicapai, kontrak 

akan dibatalkan. Kontrak harus mencakup utama atau tujuan produk 

sehubungan dengan kontrak utama yang ditentukan berdasarkan ketentuan 

                                                             

        23NirusAnitasSinaga. s “ImplementasisHaksdansKewajibansParasPihaksDalamsHukum 
Perjanjian”. sJurnal IlmiahsHukum Dirgantaras10.1 : s1-20, (2019) s hlm. 6. 
        24M Zen Abdullah. s “KajiansYuridis TerhadapsSyaratsSah dansUnsur-UnsursDalam 
SuatusPerjanjian”. sJurnal LexsSpecialis 1.11 : 20-25, (2010), shlm. 22-23. 
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topik tertentu dan merupakan kontrak aktual. Jika Anda dapat menghitung 

nomornya nanti, Anda dapat menentukan jumlah jika kontrak dibuat.25 

4. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang  

Tujuan penyebabnya tidak dilarang atau penyebab halal, tetapi isinya atau 

bahan kontrak itu sendiri tidak halal, apakah itu dilarang atau tidak. Ini 

dimaksudkan agar barang atau benda yang dijanjikan oleh para pihak adalah 

objek yang dapat didistribusikan atau diperdagangkan oleh negara. Ketentuan 

kontrak di atas dipenuhi, tetapi produk atau objek tujuan yang dijanjikan 

dilarang oleh hukum.26 

2.2.3 Unsur-UnsursdansJenis-JenissPerjanjians  

Harap dicatat berbagai pendapat tentang pemahaman tentang perjanjian 

yang dibahas sebelumnya. Terlihat bahwa perjanjian tersebut mencakup elemen -

elemen yang diidentifikasi berikut:27 

1. Terdapat lebih dari satu ipihak i 

Topik Perjanjian ini adalah bahwa ada semua individu atau organisasi 

yang memiliki kapasitas hukum untuk menerapkan dan menegakkan 

ketentuan Perjanjian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. i 

2. Terdapat persetujuan isemua pihaki  

                                                             

        25Niru Anita Sinaga. “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum 
Perjanjian”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10.1 : 1-20, (2019). hlm. 6. 
        26M Zen Abdullahi “Kajian YuridisiTerhadap iSyarat Sah idani Unsur-Unsur iDalam 
Suatu iPerjanjian”. Jurnal Lex Specialis 1.11 : 20-25, (2010), hlm. 22-23. i 
         27Yurida Zakkyi Umami dan iAnto Kustanto. “Tinjauani Yuridis Unsur Pokok Perjanjian 
Dan Hak iKekayaan iIntelektual iDalam iPerjanjian Franchise”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 
QISTIE 13.2 : 170-183,( 2020), hlm. 174-175. 
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Ini bukan negosiasi. Perjanjian yang dicapai oleh para pihakimengikat. 

Dalam negosiasi, iketentuan danitujuan kontrak sering dibahasiuntuk 

mencapaiiikesepakatan. i 

3. Terdapat tujuan yang ingin disepakati 

Dalam perjanjian yang ingin dituju tidak diperbolehkanuntuk melanggar 

hokum yang berlaku, norma dan ketertiban social yang berlaku.  

4. Terdapat sebuah prestasi yang akan dilakukan  

Menurut ketentuan kontrak, para pihak disebut layanan. Hasil yang harus 

diimplementasikan dalam Perjanjian ini adalah kinerja kewajibannya 

untuk mengatur masing -masing pihak. 

5. Terdapat lisan atau tulisan yang tertulis  

Kebutuhan hukum untuk kontrak untuk mengikat harus memiliki bentuk 

tertentu, yang dianggap sebagai bukti kuat tentang pentingnya bentuk 

khusus ini. Kontrak ini dapat dibuat dalam bentuk yang ditulis dalam 

makalah yang diukir, di mana dua orang akan berkunjung sebagai saksi, 

memastikan bahwa kontrak tersebut mengikat dan kekuatan hukum 

dengan kedua belah pihak. 

6. AdanyaiSyarat-SyaratiTertentui  

Ini karena isi hak dan kewajiban masing-masingipihak ditentukanioleh 

ketentuan kontrak. Jika kontrak ditampilkan dari berbagai jenis, ada berbagai 

jenis, seperti:28 

a. PerjanjianiTimbalvBalikidaniPerjanjianiSepihak 

                                                             

        28A. Rahim. “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian”. (Makassar: Humanities Genius, 2022). 
hlm. 41-45. 
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Kontrak didasarkan pada kewajiban mendasar untuk semua yang 

terlibat dan disebut perjanjian bersama. Perjanjian sewa, penjualan, 

penjualan, dan perjanjian pertukaran adalah contoh perjanjian hukum. 

Di sisi lain, satu kontrak adalah kontrak yang hanya mengikat satu 

pihak pada kewajiban tertentu, dan secara bersamaan memberikan 

hak istimewa lainnya. Kontrak menyatakan bahwa satu pihak 

berkewajiban untuk menyerahkan kepada artikel bahwa ada pohon 

aliansi, sementara yang lain memiliki hak untuk menerima 

pengiriman barang. Misalnya, surat ambisius, kontrak hadiah, dan 

warisan. 

b. PerjanjianiCuma-CumaidaniPerjanjianiatas Bebani  

Perjanjian Kebebasan adalah kontrak di mana suatu pihak mendapat 

untung bagi pihak lain tanpa membawa manfaat yang diberikan pada 

kepentingannya sendiri. Kontrak biaya adalah kontrak di mana 

keberhasilan salah satu pihak selalu diselesaikan dengan kinerja 

orang lain, dan ada hubungan antara kedua hasil menurut hukum. 

Kinerja istilah atau implementasi kewajiban pihak lain adalah kontras 

yang sah. 

c. PerjanjianiBernama daniTidakiBernama  

Kontrak yang ditunjuk adalah kontrak yang termasuk dalam jenis 

kontrak tertentu, terutama kontrak dengan namanya sendiri. Jenis 

perjanjian ini disebut sebagai perjanjian. Anggota parlemen mengatur 

dan menggambarkan berbagai jenis kontrak yang paling umum dalam 

jenis kontrak dalam kehidupan sehari -hari. Ini adalah poin utamanya. 
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Contohnya adalah pembatasan jumlah transaksi seperti pembelian 

dan penjualan, perjanjian sewa dan kegiatan serupa lainnya, 

sebagaimana diatur dalam Bab XVIII hingga 5 Kode Warga. Kontrak 

anonim adalah kontrak yang tidak memiliki nama tertentu, tetapi 

jumlah pihak yang dapat diselesaikan tidak terbatas. Nama kontrak 

juga akan diubah untuk memenuhi persyaratan para pihak yang Anda 

ikuti. Perjanjian anonim ini tidak diatur sama sekali oleh hukum 

perdata. Sebaliknya, itu dibentuk dalam masyarakat berdasarkan 

gagasan kebebasan kontrak. 

d. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil  

Jika para pihak mencapai kesimpulan bahwa mereka ingin terlibat 

dalam perjanjian, kontrak dianggap saling menguntungkan. 

Akibatnya, kontrak sudah memiliki bobot kewajiban hukum yang 

diperlukan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP. Di sisi lain, 

perjanjian aktual mengatur perlunya pengiriman barang aktual di 

samping kehendak. 

2.2.4 Asas-AsasiPerjanjian  

Didalamihukumiperjanjianidikenal lima asasipenting, antara lainisebagai 

berikut:  

1. AsasiKebebasaniBerkontrak  

Kontrak akan menutup sistem terbuka. Hal terpenting yang perlu diingat 

adalah bahwa perjanjian masyarakat memberikan kebebasan terbesar untuk 

berpartisipasi dalam perjanjian yang mencakup segalanya, kecuali mereka 

adalah konflik antara moralitas dan ketertiban umum. Sistem terbuka termasuk 
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kebebasan kontrak. Pasalii1338, iparagraf 1 Undang-Undangi KUHP 

menentukan semua perjanjian hukum.29  

2. Asas Konsensualisme  

Konsep konsensus dapat disimpulkan dari Pasal 1320 paragraf pertama 

KUHP. Menurut ketentuan artikel, satu persyaratan kontrak yang berlaku 

adalah bahwa kedua belah pihak harus menyetujui persyaratan tersebut. 

Konsep konsensus adalah pemahaman yang menegaskan bahwa perjanjian 

formal seringkali tidak diperlukan untuk pembentukan konsensus. Sebaliknya, 

cukup untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Kehendak para 

pihak untuk memberikan konsensus ketika menegosiasikan ketentuan 

kontrak.30 

3. Asas Pacta Sunt Servanda  

Konsep -konsep yang direproduksi oleh Pacta Sunt Servanda sering 

disebut sebagai prinsip kepastian hukum. Konsep ini menjelaskan efek yang 

muncul dari kontrak. Pacta Sunt Servanda adalah konsep hukum bahwa 

pengadilan atau pihak ketiga lainnya harus menghormati konten dan prinsip -

prinsip hukum kontrak antara para pihak. Mereka dilarang terlibat dalam 

kontrak inti para pihak itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari 

pemahaman ini terkandung dalam Bagian 1.338. Hukum Sipil “perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.31 

4. Asas Itikad Baiki  

                                                             

        29R. Subekti. 2004. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 2004). hlm. 14. 
       30Salim H S. “HukumsKontraks (Teori dansTeknik PenyusunansKontrak)”. (Jakarta: 
SinarsGrafika, 2015) s hlm. s10. 
       31Ibid. 
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Menurut kepercayaan yang baik, perjanjian tersebut harus dibuat seperti 

dalam paragraf 1338, 3 Kode Warga. Ketentuan ini menyediakan dua setia dan 

standar iman: subyektif dan objektif. Konsep keyakinan objektif adalah bahwa 

implementasi kontrak harus sesuai dengan arah dan kesepakatan antara standar 

validitas dan kesopanan. Prinsip ketulusan adalah subyektif, jujur pada diri 

sendiri dan niat baik, dan hanya pesta. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

persyaratan kontrak dengan itikad baik, itu harus dilakukan sesuai dengan 

standar akal dan kesopanan (sesuai dengan standar Redelijkheid dan 

Billijkheid).32 

5. AsasiPersonalitas  

Karena perjanjian hanya mengikat mereka yang memproduksinya, prinsip 

kepribadian juga disebut prinsip kepribadian yang menyatakan bahwa 

perjanjian hanya dapat terhubung dengan orang yang menciptakannya. 

Membuat keputusan dengan mengikuti prinsip -prinsip kepribadian bahwa 

orang hanya termotivasi melalui kepentingan mereka sendiri, mengikuti 

prinsip -prinsip keuntungan mereka sendiri, dan hanya untuk bertemu untuk 

keuntungan mereka sendiri. Pengecualian untuk aturan ini tercantum dalam 

Kode Sipil Pasal 1317 dan 1318. Informasi ini disediakan dalam Pasal 1315 

dan 130 KUHP.33 

 

 

 

                                                             

        32Niru Anita Sinaga. s “ImplementasisHak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum 
Perjanjian”. sJurnalsIlmiahsHukumsDirgantara 10.1 (2019): 1-20. hlm. 14s. 
       33Ibid. 
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2.3 TinjauaniUmumiTentangiPeralihaniHak AtasiTanah 

2.3.1 PengertianiPeralihaniHak AtasiTanah 

Pemindahan hak tanah adalah pengalihan hak tanah dari pemilik hak lama 

kepada pemilik hak baru, secara hukum berdasarkan pada undang -undang dan 

peraturan yang berlaku. Transfer hak tanah dapat dilakukan dalam dua jenis: 

pengalihan dan komunikasi. Gangguan berarti tidak ada tindakan hukum yang 

diimplementasikan oleh pemilik, seperti pengalihan hak -hak tanah yang 

dilakukan oleh suksesi. Di sisi lain, transfer berarti transfer hak tanah melalui 

tindakan hukum oleh pemilik, seperti pembelian atau penjualan.34 

Dasar hukum yang mengatur tentang pemindahan hak iatasiiitanah 

didasarkan pada PeraturaniiPemerintahiNomorii10 Tahuni1961 tentang 

Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah denganiPeraturaniPemerintah 

Nomor 24iTahun 1997iitentang Pendaftaran Tanah. Dalami ketentuan iPasali37 

ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997idisebutkan bahwa: “Pemindahan hak atas tanah 

dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, 

pemasukan dalam suatu perseroan dan perbuatanihukumipemindahan hak lainnya, 

kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan apabila 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangimenurut 

ketentuaniperaturaniperundang-undangan yang berlaku.” 

Ketentuan idiatas mengandung pengertian  bahwaiperalihan hak  atas 

tanah  karena perbuatan hukum hanya dapat ididaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta  PPAT.  AktaiPPAT tersebut merupakan bukti  telah terjadi  peralihan hak  

atas tanah  karena  perbuatan hukum melalui jual beli atau dengan perbuatan 

                                                             

        34Arif Dermawan, sHannysTristisPerdani, sJurnal Inovasisdan Kewirausahaan,Vol. 3, 
No. 1 (Januari 2014), hlm. 14. 
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hukum  seperti pewarisan  adalah salah satu syarat mutlak  untuk melakukan 

pendaftaran  peralihan hak milik  karena jual  beli atau lainnya dibuat oleh PPAT 

yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Kantor Pertanahan.35 PPAT  merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 

2.3.2 SyaratiSahnyaiPeralihaniHak AtasiTanah Melalui Jual Belii 

1. SyaratiMateriil  

Syarat materil sangat menentukaniakanisahnya jual beliitanah tersebut 

antara lain sebagai berikut:  

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.  

Ini berarti bahwa pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi 

persyaratan untuk membeli negara. Itu tergantung pada hak -hak negara, 

seperti properti, hak bangunan, atau hak penggunaan, untuk menentukan 

apakah pembeli memiliki hak untuk mempertahankan hak -hak negara tempat 

ia dibeli.  

Menurut Undang -Undang Pertanian Dasar, yang dapat memiliki. Hak 

pendaratan, hanya warga negara dan perusahaan Indonesia yang belum 

menikah yang ditentukan oleh pemerintah adalah perusahaan. Jika pembeli 

memiliki kewarganegaraan asing yang tidak terancam oleh pemerintah selain 

kewarganegaraan Indonesia atau korporasi, maka tidak ada penjualan dan 

pembelian, jatuh ke dalam undang -undang dan negara negara. 
                                                             

        35Urip Santoso,Hukum AgrariasKajiansKomprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012),  hlm. 
92. 
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b. Penjual berhak menjual kembali tanah yang bersangkutan. 

Seseorang yang memiliki hak untuk menjual suatu tanah dari pemilik 

tanah tersebut sebagai pemiliknya. Jika hanya satu pemilik tanah yang 

dimilikinya, maka ia berhak untuk menjual tanahnya. Namun, jika ada dua 

pemilik tanah, maka keduanya berhak untuk menjual tanah tersebut secara 

bersama-sama. Ini bukan hanya tentang bertindak sebagai penjual atau 

seseorang.36  

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang 

dalam sengketa.  

Mengenai hak perdagangan, undang -undang pertanian dasar telah 

ditentukan: hak properti, hak bisnis, hak bangunan, dan hak penggunaan. Jika 

salah satu persyaratan bahan tidak terpenuhi, ini berarti bahwa penjual bukan 

orang yang memenuhi syarat di negara di mana ia diperdagangkan. Pembeli 

tidak memenuhi hak tanah atau persyaratan sebagai pemilik negara, yang 

merupakan negara yang diperdagangkan atau tidak boleh diperdagangkan di 

negara bagian yang tidak valid. Oleh karena itu, penjualan dan pembelian real 

estat tidak valid. Penjualan tanah yang dilakukan oleh orang -orang yang tidak 

memiliki hak nol dan tidak valid. Ini berarti bahwa undang -undang itu 

diasumsikan tidak ada penjualan atau pembelian sejak awal.37 

d. Penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah.  

Yang berhak menjual adalah orang yang namanya tercantum dalam 

sertifikat atau selain sertifikat. Seseorang berwenang menjual tanahnya kalau 

                                                             

        36Pasal  20  Undang-Undang sNomor  5  Tahuns1960 TentangsPeraturan Dasar sPokok-
Pokok Agraria. 
        37Ibid 
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dia sudah dewasa. Kalau penjualnya dalam pengampuan, maka dia diwakili 

oleh pengampunya. Kalau penjualnya diwakili oleh orang lain sebagai 

penerima kuasa, maka penerima kuasa menunjukkan surat kuasa notaris. 

Mereka yang memiliki hak untuk meminta segala sesuatu dapat disebut 

"kreditor", tetapi mereka yang berkewajiban untuk memenuhi persyaratan:  

a. Artikel telah diserahkan. 

b. Lakukan aksinya. 

c. Tidak ada tindakan 38 

2. Syarat Formil  

Sebagai bagian dari pendaftaran hak atas tanah, maka harus dibuktikan 

oleh salah seorang pejabat negara di lapangan yang disebut PPAT. Syarat jual 

beli harus dibuktikan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1997, Pasal 37 ayat (1) melalui peralihan hak atas tanah dan hak milik 

dalam pengalihan, tukar-menukar, hibah, perolehan, penghasilan, perbuatan 

hukum, melalui peralihan hak atas tanah dan hak milik39  

Persyaratan formal dalam jual beli hak atas tanah tidak harus dibuktikan 

dengan akta PPAT. Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dapat 

mendaftarkan pelestarian haknya meskipun tidak dibuktikan dengan akta 

PPAT. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan tersebut menyatakan bahwa: "Dalam 

keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh menteri, kepala kantor 

pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas sebidang tanah dengan 
                                                             

38DAR , Rafiqi, Arie Kartika,” AKIBATs HUKUMsATASsPERJANJIAN JUAL BELI 
TANAHsDENGAN HAKsMEMBELIsKEMBALI (Studi Putusan No. 38/Pdt. G/2019/PN. 
Bdw)” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2 (Vol 4, No 2 (2022)), hlm 133-148.  

 
 39Ibid 
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hak milik, yang dilakukan antara orang-orang yang merupakan warga negara 

Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, namun 

menurut kepala kantor pertanahan jumlahnya dianggap cukup untuk 

mendaftarkan hak tersebut."40 Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa untuk keperluan 

pencatatan peralihan hak pada kantor pertanahan kabupaten/kota, jual beli hak 

atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 
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BABi III 

METODEiPENELITIAN 

3.1 WaktuiidaniTempatiPenelitian 

3.1.1  WaktuiPenelitian 

PenulisiimelakukanipenelitanipadaiihariiRabu, itanggali10 Juni 2024 

setelahimelakukaniSeminariProposaliPenelitian. 

 

 Tabel 1. TabeliiKegiatan Skripsii 

 

No Kegiatan 

 Bulan 
Keterangan 

Maret 2024 Juni 2024 September 2024 
Oktober – November 

2024 Mei 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Pengajuan Judul 
                     

2 Seminar Proposal                      

3 Perbaikan Proposal                      

4 ACC Perbaikan                      

5 Penelitian                      

6 

Penulisan dan 

Bimbingan Skripsi 

                     

7 Seminar Hasil                      

8 Sidang Meja Hijau                      
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3.1.2 Tempat Penelitian 

Dalam peneltian ini dilaksanakan PengadilaniiNegeriiMedaniyang 

beralamatidi JalaniPengadilaniiNo.8, iKelurahaniiPetisahiTengah, iKecamatan 

MedaniPetisah, iKota Medan, iSumateraiUtara. 

3.2 MetodeiiPenelitian 

 3.2.1 JenisiPenelitian  

Jenis penelitian yangiiipenulisiigunakaniidalamiipenulisaniiskripsiiiiniiadalah 

penelitianiyuridisinormatif. Jenisipenelitianiyuridisinormatifiiadalahikajian 

dengan pendekatan: 41 

1) Asas-asasshukum;  

2) Sistematikashukum;  

3) Tingkatssinkronisasishukum; s  

4) Sejarahshukum;  

5) danshukumsperbandingan.  

Salah satu pendekatan penelitian hukum yang digambarkan sebagai studi 

penelitian peradilan normatif mendukung analisis peraturan yang ada terkait 

dengan pertanyaan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.42 

3.2.2 SifatiPenelitian 

Penelitianiideskriptifiiadalahiijenisiiipenelitianiiiyangiipenulisiigunakaniiuntuk 

membuatiiskripsiiini. Dalam pemaparannya, ipenelitianiideskriptifiimemaparkan 

tentang iwanprestasiipelunasan pembayaran jual beli atas tanah dengan 

                                                             

        41Zainuddin. 2015. MetodesPenelitiansHukum (Jakarta: sSinar Grafika), hlm. 12. 
        42Kornelius Benuf dansMuhamad szhar. 2020. s “Metodologi PenelitiansHukumsebagai 
InstrumensMenguraisPermasalahansHukumsKontemporer” JurnalsGema Keadilan 7.1 : 20-33. 
hlm. 24. 
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mengangkat kasus terkait iPutusaniiNomorii316/Pdt.G/2023/PN.Mdnidan 

undanganiiterkaitiiperaturaniiperundang-undangan. Penelitianiideskriptif adalah 

jenisiipenelitianiiyang menggambarkanibagaimanaiisuatu ketentuaniihukum 

dalamiikonteksiiteori-teoriihukum.  

3.3 SumberiiData  

Dalamiipenulisan skripsiiini, penulisimenggunakaniidata-

dataiiyangibersumberiidari bahaniiprimer, bahamiisekunder, iidan bahaniitersier, 

antarailain:  

1. Bahaniihukumiiprimer yang berumberiidariiiperaturaniperundang 

iundangan:  

1) Undang-UndangiiDasar 1945;  

2) KitabiiUndang-UndangiiHukumiPerdata;  

3) Undang-UndangiiNomor  5iiTahun  1960iiTentangiiPeraturaniDasar 

PokokiPokokiAgraria; 

4) PeraturaniiPemerintahiNomorii24iiTahun 1997iiTentangiPendaftaran 

Tanah; i 

5) PeraturaniiPemerintahiNomor 10 Tahunii1961 TentangiiPendaftaran 

Tanah; i 

6) PutusaniiNomor: i316/Pdt.G/2023/PN.Mdn; i  

2. Bahaniihukum sekunderivmerupakaniisemua publikasiiitentangiihukum 

yangiitermasukiidokumeni tidakiiresmi, iseperti:  

1) Buku-bukuiiliteratur;  

2) Skripsi, iTesisidaniiDisertasiiHukum;  

3) Jurnal-jurnalihukum;  
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4) Makalah-makalah/laporanipenelitian; i 

3. Bahaniihukumitersieriiadalah bahan yangibersifat eksplikatifibahan 

hukumi primeridan ibahan hukumisekunderiiserta berkaitanierat dengan 

bahanihukumiprimeriyangiterdiriiatas:  

1) KamusiiHukum;  

2) Ensiklopedia; i  

3) Mediaimassaidan interneti  

4) Danilainisebagainya.  

3.4 TeknikiiPengumpulaniDatai 

 Dalamiirangkaiipengumpulanidata untukiskripsiiiini, digunakanii2 (dua) 

strategi, i yakni: i  

1. Teknikiipenelitianiikepustakaani (libraryiiresearch) adalahimetode 

pengumpulaniidata yangiimengacuipadaiiperaturaniiperundangiundangan, 

dokumenipengadilan, dan putusan hakim. Data dikumpulkan dan diperiksa 

untuk menetapkan penerapannya pada persyaratan dan formulasi kasus 

dalam putusan nomor i316/Pdt.G/2023/PN.Mdn. i 

2. Metodeiistudi lapangani (field research) iyakni melakukanidengan 

mengambiliisuatuiputusaniiyang iberkaitan idengan judul iskripsi ipenulis 

dani wawancara idengan imajelis ihakim di iPengadilan iNegeri Medan 

untuk imengetahui iapa yang menjadi ipertimbangan ihakim dalam 

penyelesaikan perkara gugatan wanprestasi pada putusan nomor: 

316/Pdt.G/2023/PNi Mdn. i 

3.5 AnalisisiiData  
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 Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi iniiadalahianalisis 

penjelasan. Dalamimetode penelitianideskriptif, ianalisis menggunakan 

pendekatan kualitatif untukidataiprimer daniisekunder. Jika deskripsi mencakup 

konten dan struktur masalah hukum positif yang dilakukan oleh penulis, maka 

untuk mengidentifikasi konten dan makna norma -norma hukum yang digunakan 

sebagai pedoman untuk penyelesaian masalah hukum, yang merupakan fokus dari 

studi akhir ini, yaitu, default default untuk kontrak akuntansi pembayaran dalam 

nomor i316/Pdt.G/2023/PN.MdniiPengadilaniiNegeri Medan.43 

  

                                                             

       43Zainuddin. 2015. MetodesPenelitiansHukum (Jakarta: sSinar Grafika, 2015), hlm. s107. 
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BAB eIV 

HASILc PENELITIAN sDANe ePEMBAHASANe 

4.1 Akibate Hukum eYang Ditimbulkan eAtas Wanprestasi Dalam 

Perjanjiane Kesepakatan ePelunasane Pembayaran eJual Beli Atas Tanah 

Pada Putusane Nomore 316/Pdt.G/2023/PN.Mdn 

Perjanjiane penjualan dan pembelian dapat berhasil diimplementasikan 

jika para pihak memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian 

penjualan dan pembelian yang dijanjikan. Namun, kadang -kadang dikatakan 

bahwa salah satu pihak yang menyimpulkan sebuah kontrak melanggar janji 

perjanjian, yang disepakati untuk membahayakan pihak lain, dan bahwa partai 

yang melanggar janji itu menjadi default. 

 Kegagalan eadalah eimplementasi kontrak yang tidak dieksekusi dalam 

waktu, atau tidak dilakukan dengan benar atau tidak edieksekusi sama sekali44. 

Kurangnya kegagalan salah dan niat bahwa ada perjanjian yang berlaku sesuai 

dengan Pasal e1320 edari KUHP. Ada kerugian dalam bentuk sanksi yang dapat 

dipandu dalam bentuk kompensasi, yang mengarah pada pembatalan, transfer 

risiko, dane pembayaran ekompensasi eyang editransfer ke pengadilan.45 

Dengan demikian, seseorang edikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:  

1. Tidak emelakukan eapa yang edisanggupi eakane dilakukannya 

                                                             

        44Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. II, (Bandung,Alumni,1986), hlm 60.  
45Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 69. 
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bahwaihukum sebenarnya digunakan secara efektif, bukan hanya keputusan 

tertulis.60 

9. PenyelesaianiAkhiriSengketaii 

Sengketaihukumiseringidianggap sebagaiiakhir dari penyelesaian sengketa 

karenaimemberikanisolusiiakhiridan mengikat. Namun demikian, setelah 

proses perselisihan hukum, hubungan antara para pihak sering rusak karena 

sifatnya yang kontroversial. Proses perselisihan hukum melibatkan 

perselisihan terbuka, seringkali kekerasan di pengadilan dan dapat 

menyebabkan ketegangan antar pihak. 

Perjanjian akhir yang dibuat oleh keputusan pengadilan memberlakukan 

kepastian hukum dan hak dan kewajiban yang jelas. Namun, ini dapat 

dilakukan denganimengorbankan hubungan bisnis dan pribadi yang 

sebelumnya ada. iKerusakan pada hubungan ini dapat memilikiiefek jangka 

panjang, terutamaiketika partai-partai sebelumnya memiliki kerja sama yang 

menguntungkan ataui hubungani yang baik untuk kedua belah pihak. Sengketa 

hukumimemberikanisolusiiyangijelasidaniwajibitetapiiseringidipertimbangkan

.61 

 

 

 

                                                             
60Mahfuzh, A., Roisah, K., & Paramita Prabandari, A. P. (2021). Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 
18/PDT.G/2016/PN.KPG). Notarius, 14(2), hlm.681–693.  

61Torong, D. C. (2021). Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam jual Beli. 
Jurnal Perspektif Hukum, hlm.181. 
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BAB Vii 

PENUTUPi 

5.1 Simpulani 

1. Akibat hukumi atas terjadinya iwanprestasi dalam perjanjian kesepakatan 

pelunasan pembayaran jual beli atas  tanah dalam putusan ini ialah hakım 

menyatakan batal demii hukum Akta Pengikatani Diri untuk melakukan 

jualibeli iNo. 104 itertanggal 25 Maret i1987 yang dibuat oleh Linda 

Herawatı. iS.H.. iNotaris dan iPPAT di Medan. Tergugat untuk 

menyerahkan kepada penggugat tanah seluas kurang ilebih 1.402,75 Ha 

(seribu empat ratus dua koma tujuh puluh lima Hektare) yang terletak di 

Desa Kulim, Kecamatan Kotapinang. Kabupaten Labuhan Batu Tergugat 

untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan membayar seluruh biaya 

perkara baik dalam konvensi dan rekonvensi. 

2. Pertimbanganihakimiidalam menjatuhkani putusan nomorii 

316/Pdt.G/2023/PNiMdn adalah benar dan tepat serta memberikan 

keadilan baik dari segi hukum materil maupun segi hukum formal juga 

eksepsi idari Tergugat, dimanaimajelis hakım menolakiseluruh eksepsi 

dari Tergugat. iSelanjutnyaiyang menjadi pertimbangan hakim adalah 

berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak 

sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata 

bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu 

membuktikan dalil bantahannya yang menjadi persoalan dalam perkara ini 

yaitu Tergugat tidak dapat membuktikan itikad baiknya telah melakukan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Meliana Hutagalung - Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kesepakatan....



55 
 

pelunasan harga jual beli atas lahan sengket sehingga menjadi adil gugatan 

Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak 

melunası harga jual beli atas lahan sengketa telah terbukti. Dan Gugatan 

dari Penggugat juga jadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

nomor 316/Pdt.G/2023/PN.Mdn, dimana Majelis Hakim Mengabulkan 

sebagian dari Gugatan Penggugat. 

5.2 Saran 

1. Penulis sarankan mencegah penundaan untuk pihak dalam kontrak. Para 

pihak perlu tahu betul apa isi kontrak itu dan bahwa itikad baik para pihak 

tidak melanggar perjanjian yang disepakati. 

2. Para pihak yang melaksanakan kontrak harus sudah memahami isi 

kontrak. Jadi, jika suatu masalah muncul, itu dapat diselesaikan dengan 

tepat sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam kontrak dan tidak bisa 

hanya melakukan gugatan yang benar -benar diatur dalam kontrak. Majelis 

Hakimimemutusisengketaiwanprestasiiperjanjianiijualibeliiiatasiiitanahise

suai denganiiperaturan perundang-undangan yang berlaku, idenganitetap 

memperhatikan asas ikeadilan, kejelasan ihukum, danikemanfaatan. ii 
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Lampiran 3. HasiliWawancaraiiDenganiHakimiPengadilaniNegeriiMedan 

PertanyaaniWawancaraiDengan HakimiPengadilaniNegeri Medan 

Bapak JOKO WIDODO, S.H. M.H 

 

1. Apa yang menjadi dasar hukum perjanjian jual beli pada putusan nomor 

316/Pdt. G/2023/PN.Mdn? 

Jawab: Yang menjadi dasar hukum dalam putusan wanprestas ini ada di 

Pasal 1320 dan Pasal 1238 KUHPerdata yang dimana syarat sah perjanjian 

itu karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab salah satu pihak dalam 

perjanjian melakukan wanprestasi? 

Jawab: Ada beberapa faktor penyebab wanprestasi seperti kelalaian, 

sengaja melanggar perjanjian dan dalam keadaan memaksa seperti adanya 

bencana alam, tidak mampu membayar lagi. 

3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas wanprestasi dalam 

perjanjian kesepakatan pelunasan pembayaran jual beh atas tanah pada 

putusan ini? 

Jawab: Akibat hukumnya yaitu Menyatakan Batal Demi Hukum Akta 

Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli No. 104 tertanggal 25 Maret 

1987 yang dibuat oleh Linda Herawati, SH., Notaris dan PPATidi Medan. 

Tergugat untuk menyerahkan kepada iPENGGUGATitanah seluas kurang 

lebih 1.402,75 Ha (seribu empat ratus dua koma tujuh puluh lima Hektare) 

yang terletak di Desa Kulim, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan 

Batu, Tergugat untuk membayar uang paksai (dwangsom) dan membayar 

seluruh biaya perkara baik dalam konvensi dan rekonvensi. 
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4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi 

perjanjian jual beli atas tanah dalam putusan ini? 

Jawab: Dalam kasus ini hakim berpendapat bahwaiiberdasarkaniialat-alat 

buktiiiyangiidiajukani olehiikeduaiibelah pihakiisebagaimanaitersebutiidi 

atas dalamiikaitannyaiisatu samaiilainiiyangiiternyataibersesuaianiiMajelis 

Hakimiiberpendapatiibahwa Tergugatiitidak mampumembuktikan dalil 

bantahannya yang menjadiiipersoalan dalamiperkara iniiiyaituiTergugat 

tidak dapat membuktikan itikad baiknya telahiimelakukan pelunasan harga 

jual beli atas lahan sengketa sehinggaiimenjadikan dalil gugatan 

Penggugat bahwa Tergugatitelah melakukan wanprestası karena tidak 

melunasi harga jual beli atas lahanisengketi telahiterbukti. 
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